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ABSTRAK 

Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek  sosial budaya, 

etimisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat 

menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai 

suatu bangsa. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu faklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib 

seperjuangan, keinginan untuk bersatu rasa cinta tanah air dikalangan Bangsa Indonesia, rasa rela 

berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor yang  heleragan, wilayah negara yang 

begitu luas adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar negeri, lemahnya nilai-nilai budaya 

bangsa akibat pengaruh budaya asing. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui strategi 

dan pendekatan yaitu gaya politik kepemimpin kekuatan lembaga-lembaga politik idiologi nasional dan 

kesempatan pembangunan ekonomi. 
 
Kata Kunci : Integrasi Nasional   

 
ABSTRACT 

National integration is a process of unification or assimilation of various socio-cultural aspects, 

etimisitas economic background into the unity of the region and nation should be able to ensure the 

realization of harmony, harmony and balance to achieve common goals as a nation. The driving factor of 

national integration is faklim history that creates a feeling of kinship-arms, the desire to unite patriotism 

among the Indonesian people, sense of sacrifice for the sake of the nation. While the factors that heleragan, 

the vast territory of the threats, challenges, obstacles, interference from abroad, the lack of cultural values of 

the nation due to the influence of foreign culture. The development of a national integration can be done 

through the strategies and approaches, the political style of leadership strength of political institutions and the 

national ideology of economic development opportunities. 

 

Keywords: National Integration 

 

PENDAHULUAN 

 

Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan 

integrasi nasional di katakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun 

integrasi nasionalnya dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa 

yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan 

kesatuan bangsa. Indonesia sebagai sebuah negara dalam realitasnya terpisah pada 

beberapa bagian dan tingkatan, dari segi geografis dipisahkan oleh lautan dengan beratus-

ratus pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil. Masih banyak pulau yang belum diberi 

nama, bahkan belakangan ini dua pulau yang berada di kawasan Kalimantan telah menjadi 

milik Negara Malaysia. Dari perspektif kewilayahan tampak pembagian Indonesia Bagian 

Timur dan Indonesia Bagian Barat atau kawasan perkotaan dan perdesaan. 

Realitas itu menyebabkan pula kewargaan penduduk Indonesia berbeda-beda dari 

segi kebudayaan. Pengelompokkan kewargaan serupa itu diwujudkan dalam satuan-satuan 

etnik. Menurut kajian Hildred Geetz (1963), terdapat 300 kelompok etnik dan 250 jenis 

bangsa yang setiap kelompok etnik itu memiliki identitas kebudayaan sendiri, termasuk di 

dalamnya bahasa-bahasa yang digunakannya. Di era reformasi ini, kemajemukan 

masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat 

dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berasalkan kemajemukan. Saat ini pula 
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bangsa Indonesia, masih mengalami krisis multidimensi yang menggoncang kehidupan 

kita. Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah ancaman disintegrasi 

bangsa yang hingga saat ini masih belum merdeka. Kesadaran akan pentingnya kerukunan 

antar agama, suku, ras dan budaya harus selalu diwujudkan melalui pemahaman integrasi 

nasional.  

 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Integrasi Nasional 

Integrasi berasal dari bangsa inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atua 

keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur 

yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. 

Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan 

tentang batas-batas teriorial, nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata sosial. Di 

Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau 

asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan 

integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat 

berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan 

(cultural traits) mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu 

sistem kebudayaan yang selaras (harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), 

dimana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam 

keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan 

masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan 

baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai Integrasi Sosial (Theodorson & Theodorson, 

1979 dalam Danandjaja, 1999). 

Integrasi Nasional  adalah usaha  dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan 

yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara 

nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik 

dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi 

bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau 

mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain 

menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. 

Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu “integrasi” dan “nasional”. 

Dalam Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah 

integrasi mempunyai pengertian “pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan 

yang utuh atau bulat”. Sedangkan istilah “nasional” mempunyai pengertian : 

1) Bersifat kebangsaan 

2) Berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri 

3) Meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional 

dan sebagainya. 

Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas maka integrasi nasional identik 

dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau 

pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan 

identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, 

keserasian dan kesimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Myron 

Weiner dlam Juhardi (2014) memberikan lima definisi mengenai integrasi yaitu : 

1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam 

satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan 

dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. 
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2. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di 

atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial 

budaya masyarakt tertentu. 

3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang 

diperintah. Mendekatan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada 

kelompok elit dan massa. 

4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang 

diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 

5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima 

demi mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan definisi di atas dapat dinyatakan, bahwa Integrasi merupakan proses 

penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam 

dalam satu wilayah, kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang 

kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan 

pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Sunyono Usman (1998) menyatakan, bahwa suatu 

kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila : 1) masyarakat dapat menemukan dan 

menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama, 2) masyarakat 

terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki “croos cutting affiliation” (anggota dari 

berbagai kesatuan sosial), sehingga menghasilkan “croos cutting loyality” (loyalitas ganda) 

dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial dan 3) masyarakat berada di 

atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam 

pemenuhan kebutuhan ekonomi. 
 

B. Pengembangan lntegrasi di Indonesia 

Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin Max Andrews (1995) menyebut ada 

lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi 

bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan 

tingkat integrasi suatu negara adalah : 1) adanya ancaman dari luar, 2) gaya politik 

kepemimpinan, 3) kekuatan lembaga-lembaga politik, 4) ideologi nasional dan 5) 

kesempatan pembangunan ekonomi. 

1. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakt. Masyarakat akan 

bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan rasa ketika menghadapi musuh bersama. 

Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakt Indonesia 

bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara 

sendiri, suatu saat dapat berintergrasi ketika ada musuh negara yang datang atau 

ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar 

mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu. 

2. Gaya politik kepemimpinan gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau 

mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai 

rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang 

sebelumnya tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik 

sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. 

3. Kekuatan lembaga-lembaga politik lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat 

menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat 

menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang 

beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. 

4. Integrasi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. 

Ideologi juga memberian visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau 

tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi 

yang sama maka memungkinkan masyarakt tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, 
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nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. 

Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat 

Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah 

di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompok-kelompok 

masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal “Pela Gadong” sebagai nilai bersama 

yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. 

5. Kesempatan pembangunan ekonomi jika pembangunan ekonomi berhasil dan 

menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu 

kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan 

atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu 

atau  merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan 

kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah 

masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan 

pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat 

akan semakin mudah dicapai. 

Pendapat lain menyebutkan, integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi 

kebijakan yaitu “policy assimilasionis” dan “policy bhineka tunggal ika” (Sjamsudin, 

1989). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas 

kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran 

dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga 

membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi 

nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan 

agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan 

tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Kebijakan strategi 

yang sebaiknya dilakukan di Indonesia : a) Memperkuat nilai bersama, b) 

Membangunfasilitas, c) Menciptakan musuh bersama, d) Memperkokoh lembga politik, e) 

Membuat organisasi untuk bersama, f) Menciptakan ketergantungan ekonomi antar 

kelompok, g) Mewujudkan kepemimpinan yang kuat, h) Menghapuskan identigas-identitas 

local, i) Membaurkan antar tradisi dan budaya local, j) Menguatkan identitas nasional. 
 

C. Pentingnya Integrasi Nasoinal 

Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. 

Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk 

membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat 

suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak 

kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materiil seperti kerusakan sarana dan 

prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual 

seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang 

berkepanjangan. Disisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, 

yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan 

masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian 

negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan 

kemajuan. 

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin 
diwujudkan, karena setiap masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga 

menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk 

bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan 

potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam 

masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya dan perbedaan 

kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu 
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tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisi 

integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun 

kejayaan bangsa dan negara dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan 

dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan 

nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang 

bersangkutan. 

Al Hakim (2001) mengemukana ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk 

membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang “solid” dan integrasi yang mantap serta 

kokoh. (1) kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan 

SARA dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di 

wilayah nusantara. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus 

dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potens bangsa. (2) 

kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing serta 

penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya dunia memang selalu berubah seirama 

dengan perubahan masyarakat dunia. 
 

D. Dinamika dan Tantangan lntegrasi Nasional 

Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya 

membangun integrasi secara terus menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan 

dinamika dri integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan 

tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 

lima jenis integrasi sebagai berikut : 

a. Integrasi bangsa, tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of 

Understanding) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara 

damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia 

memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrsai yang terjadi di Aceh sejak 

tahun 1975 sampai 2005. 

b. Integrasi wilayah, melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah 

Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial 

seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada 

pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah 

terioritas Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut 

tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di 

Indonesia. 

c. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi ? 

jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai 

integrasi terus menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan pancasila baik 

dengan maka kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui 

kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila 

(PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn. 

Melalui pelajaran ini, pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara 

disampaikan kepada generasi muda. 

d. Integrasi elit-massa dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin 

mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu 

kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan 

massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional.  

e. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Mewujudkan perilaku integratif dilakukan 

dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. 

Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara 
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terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. 

Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil 

sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

Sidang PPKI ke 2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas. 

 
 

E. Tantangan Dalam Membangun lntegrasi 

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi 

datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang 

berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, 

tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, dimana latar 

belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang 

cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal 

lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal 

ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol 

dari pada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horisontal ini, salah satu persoalan 

yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan 

intregasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan 

primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), 

jenis bangsa (ras), bangsa, daerah, agama dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan 

ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa 

tidak puas dan keputusan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), 

gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang 

mengancam intregasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan 

yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan 

dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan 

dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa di pinggirkan. 

Tantangan dari dimensi vertikal dan horisontal dalam intregasi nasional Indonesia 

tersebut semakin tampak setelah memasuki erat reformasi tahun 1998. Konflik horizontal 

maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di 

pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses 

demokratisasi telah banyak disalah gunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat 

untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakan-

gerakan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demontrasi menentang kebijakan 

pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demontrasi itu diikuti oleh tindakan-

tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, 

dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan ketaatan warga masyarakat 

melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya intregasi dalam arti vertikal. 

Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak / kurang 

sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga 

masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya intregasi 

vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan 

seluruh warga masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat 

melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan 

kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk 

hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok 

masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya 

integrasi dalam arti horisontal.  
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Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horisontal ini dalam arti 

yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar 

belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk 

terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya 

dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang  tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan 

bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Di era globalisasi, 

tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-negara 

sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan 

demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar 

berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan 

dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan 

etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional 

mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat 

dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi yakni aspek politik, ekonomi dan sosial 

budaya. 

 

PENUTUP  

Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan pluralisme 

sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan 

mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka yang berbeda atau 

bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras 

(harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana unsur kebudayaan baru 

diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur 

kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui 

modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut 

sebagai Integrasi Sosial Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan 

yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, 

tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. Sedangkan dalam 

dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, 

dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa 

yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi 

vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, 

sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih 

menonjol dari pada dimensi vertikalnya.  
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